LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SISTEM
INFORMASI
KINERJA

PENYEDIA

"

Direktorat Pengembangan SPSE
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



SIKAP DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA

ELEKTRONIK r f
- bela
Q\_/L—PSE r!-).l pengadaan
fender—, i a1AI0QUE
Cepa E-buy (draff)




SiKaP

»

Aplikasi yang merupakan subsistem dari SPSE yang

digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat
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e Pemusatan Data Pelaku Usaha

v Memusatkan data Pelaku Usaha seluruh Indonesia untuk
mendapatkan pelaku usaha yang valid berdasarkan jenis atau
kompentensi usaha pelaku usaha tersebut

v" Memudahkan dalam proses perhitungan jumlah pelaku usaha
beserta jenis atau kompetensinya

v Memudahkan dalam melakukan evaluasi kualifikasi otomatis
(Tender Cepat)

v Klasifikasi bidang izin usaha dan pengalaman pekerjaan
berdasarkan data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI — BPS) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU — KemenPUPR)
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PT. Ikpp penyedia 2
rekanan2@lkpp.go.id

©

]

B [E

KSWP
KSWP valid

Alamat Perusahaan
Jakarta Selatan (Kota)

Provinsi
Papua Barat

Kabupaten/Kota
Manokwari (Kab.)

Kode Pos
98312

Telepon
021-1234567

Website

Tanggal Pengecekan NPWP Terakhir
06-11-2020

Tanggal Pengecekan KSWP Terakhir
06-11-2020

Tanggal Perubahan
09-12-2020 07:03:01

NPWP
11.002.111.1-111.002

3. Data Pelaku Usaha yang akan diverifikasi oleh Pokja Pemili

adalah data Pelaku Usaha yang sudah diinputkan oleh Pelaku

Kinerja Penyedia (SIKaP).

4. Sesuai dengan Peraturan Lembaga Nomor 17 Tahun 2018
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jika terdapat Pemenan
sesuai, maka Pokja pemilihan berhak mengajukan Penyedia
daftar hitam. Baca peraturan pada menu Sumber Referensi di a

5. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor P
Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rang
Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Insta
berbunyi Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat stat
Wajib Pajak memenuhi ketentuan:

1. Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam

Jenderal Pajak; dan

Pemusatan Data Pelaku Usaha

Y

PT. Lkpp Penyedia 2

% Pesan

<

Masuk

#~ Preferensi

(% Logout

2. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam dua tahun terakhir yang
sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak.

6. Perubahan pada data identitas pelaku usaha di halaman ini tidak menyebabkan status
verifikasi Anda tercabut

User Id

Bentuk Usaha

Jenis Usaha

Jenis Kepemilikan

No. Pengukuhan PKP

Telepon Seluler

REKANAN2

PT

Non Kecil
Non OAP
54368
082163452678

21756427

& UBAH

SIKaP



LKPP
e Pe@musatan Data Pelaku Usaha

Beranda » Data Penyedia

Akta

Pemilik Pengurus Tenaga Ahli Peralatan Pengalaman Pajak Integrasi SIKaP

Sinkronisasi data dari
S P S E ke S I Ka P Fitur ini berfungsi untuk melakukan tarik Data Penyedia dari Aplikasi SIKaP ke aplikasi SPSE

Perhatian!
* Pastikan data di SIKaP sudah sesuai dan memenuhi syarat kualifikasi Penyedia.
* Data yang sudah terintegrasi dengan SIKaP sudah tidak bisa diubah di SPSE. Jika ingin melakukan perubahan harus melalui aplikasi SIKaP.
* Dengan melakukan Integrasi SIKaP, seluruh Data Penyedia di SPSE akan dihapus dan akan digantikan dengan Data Penyedia dari SIKaP.

Status Integrasi Sudah tarik dari SIKaP tanggal 18 Februari 2020 11:10.

Perubahan Data pada

Aplikasi SIKaP

Status Sinkronisasi Update terakhir dilakukan tanggal 26 November 2020 11:28.

= - - - - # Ubah Data I - - - - - - - . - J
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=> Pencarian ldentitas Pelaku Usaha pada halaman publik

Tujuan:

Pencarian Pelaku Usaha

Memudahkan Pelaku Pengadaan Barang Jasa dalam mencari Pelaku Usaha

yang sesuai
Memberikan akses kepada Pelaku Usaha untuk melakukan promosi/publikasi

perusahaannya

Publik (Pemberi pekerjaan( dapat menghubungi Pelaku Usaha melalui Aplikasi
SIKaP yang berikutnya dapat ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha melalui
email/nomoh kontak pemberi pekerjaan



LKPP .
Q Pencarian Pelaku Usaha
Fswap e e ~ (= I

[/ 7 —

Selamat Datang di SIKaP Qcafi Pelaku Usaha

Sistem Informasi Kinerja Penyedia

— FILTER
PENCARIAN

Masukkan Nama Pelaku Usaha

p— [Ra—
Tentang Kami - Sema
1 PraT— — * | staus ek e S
siap
o,
Kusiad . Br— S

DATA REKANAN
HASIL
PENCARIAN

—
H
i
E

Rexanan1

@ Jakarta Selatan (Kota) - DKI Jakarta  REKANANT@Ikpp.go

@ STATUS PERUSAMAAN

PENCARIAN BERDASARKAN '
NAMA/NPWP REKANAN o 11:“ - — — — —

@ wessme B
- Keci, Non Kecil $BU,KBU >»» Linat Detal

@ MEWNCTEDRO ) BN PEKEANO
13 Tender 3 Jenis Pekerjaan

SIKaP
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as"(.p BERANDA CARI PELAKU USAHA KONTAK SUMBER REFERENSI™

Cari Pelaku Usaha > Profil Pelaku Usaha

REKANAN 1
G  NPWP01.220.098.6:911.000

Q  Jakarta Selatan (Kota) - Jakarta Selatan (Kota) - DKI Jakarta

] entuk Usaha = TeLEPON

< et REKANAN1 @ikpp.go id 0211234567

Q@ weesTe () 5N PEKERIAAN © @ KuAURKAS!
Barang, Konstruks!, Jasa Lainnya Kecll,Non Kecil

b 4

JUMLAM MENANG TENDER © JUMLAH NILAI KONTRAK ©

13 Tender Rp.20T

Deskripsi Singkat Perusahaan

Pelaky usaha belum mengisi deskripsi perusshaan

Narahubung

BAHASA MASUK

v TERVERIFIKAS!

@ STAUS PERUSANAAN
Kantor Pusat

By KA BN Usaa
SBU,KBLI

Detall Klasifikasi

&

IJUMLAH TENAGA AHU @

100rang =

DETAIL PELAKU USAHA

(Jika Setuju Publikasi Data)

Pencarian Pelaku

Kontak Pelaku Usaha

© Informasi

Fitur ini digunakan untuk keperluan menghubungi Pelaku Usaha yang diminati. Data
yang Anda masukkan di bawah ini akan kami teruskan ke kotak masuk pelaku usaha
tersebut.

Kepada ABDUL GONI

Masukkan Nama Anda di sini

Masukkan Email Anda di sini

Masukan Captcha

KONTAK

PELAKU USAHA

SIKaP
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v’ Verifikasi Kualifikasi dilakukan oleh Pokja Pemilihan dan
Pejabat Pengadaan (PP) di seluruh Indonesia

v Mempercepat proses tender (Karena kualifikasi sudah dilakukan
bersama-sama oleh seluruh Pokja dan PP di seluruh Indonesia)

v" Monitoring proses Verifikasi Kualifikasi oleh Pelaku Usaha



Verifikasi Kualifikasi pada Pokja Pemilihan & Pejabat Pengadaan

PANITIA e B e ANCAN VR

21-01-2020 Tidak ada

PANITIA

14082019 Tidak ada
PANITIA
2407-20191 Tidak ada
Menampilkan 1 sampai 10 dari 40 entri - 2 3 4 Berkutnya
Verifikasi

Masukan Keterangan Verifikasi (Opsional

& Epicentrum, JI. H. R. Rasuna Said No.45, Setia Budi, Jakarta Copyright © 2006-2018

§ 144 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
= helpdeskpspse@gmail.com SIKaP-1.4 21052018

SIKaP



e Monitoring Verifikasi oleh Pelaku Usaha

Detail Verifikasi

' KODE TENDER E LPSE TANGGAL VERIFIKASI TANGGAL PEMBATALAN
1804999 LPSE Latihan 11-10-2018 -
KODE TENDER LPSE a0 TANGGAL VERIFIKASI a6 TANGGAL PEMBATALAN
n ] -
1824999 LPSE Latihan 21-03-2018 21-03-2018
' KODE TENDER E LPSE m TANGGAL VERIFIKASI m TANGGAL PEMBATALAN
_— = = 1824999 LPSE Latihan 21-03-2018 21-03-2018
' KODE TENDER E LPSE TANGGAL VERIFIKASI TANGGAL PEMBATALAN
1824999 LPSE Latihan 21-03-2018 21-03-2018
leayat Verlfl kaSI Jq KODE TENDER B wsE () TANGGAL VERIFIKASI 5 TANGGAL PEMBATALAN
P Oki a/PP Seluruh 247999 LPSE Latihan 21-11-2018 -
Indonesia pada

Pelaku Usaha ~ Menarpikan 1 sampar S dar 10 e ey owme—

SIKaP
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Penilaian kinerja adalah kegiatan menilai prestasi atas pemenuhan
kewajiban dari penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan kontrak yang bertujuan mengidentifikasi, memberikan
feedback, meninjau dan menyelenggarakan produktivitas dalam hal
proses pengadaan barang/jasa

2. Indikator Kinerja adalah metrik finansial ataupun non-finansial yang
digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan
atau hasil terhadap tujuan/sasaran mutu.
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a b

Penilaian Kinerja Penyedia Barang

Penilaian Kinerja Penyedia
Jasa Konsultasi

Meliputi :
1. Jasa Konsultansi Perencana Konstruksi
2. Jasa Konsultansi Pengawas/Manajemen Konstruksi
3. Jasa Konsultansi Non Konstruksi
2.

Penilaian Kinerja Penyedia

Meliputi :
1.

Penilaian Kinerja Penyedia
Bahan Konstruksi

Penilaian Kinerja Penyedia
Jasa Lainnya

Jasa Lainnya vyang layanannya lebih
dipengaruhi oleh antara lain tetapi tidak
terbatas pada penggunaan teknologi,
metoda kerja,  jangkauan layanan,
penggunaan peralatan, kenyamanan,
dan/atau standarisasi sesuai ketentuan
perundang-undangan.

Jasa Lainnya yang melibatkan banyak SDM
tenaga terampil



BOBOT (100%)

Kualitas Barang

Ketepatan Waktu
Penyelesaian

INDIKATOR, BOBOT, DAN SKOR PENILAIAN

SETIAP JENIS PEKERJAAN

Administrasi
Pekerjaan

Layanan
Tambahan

T »

BOBOT (100%)

Kualitas Hasil . .
Pekerjaan Fisik Administrasi

) Pemeliharaan
Terpasang Pekerjaan

25% 10% 10%

Kesesuaian

Kesehatan dan Ketepatan Kulaifikasi,
Keselamatan Waktu Jumlah, dan
dan Biaya Waktu Penugasan
Tenaga

Ahli/Terampil

Kerja



INDIKATOR, BOBOT, DAN SKOR PENILAIAN
‘SETIAP JENIS PEKERJAAN

BOBOT (100%)

Kuantitas dan Kualitas
Output, yang terdiri
dari:
a.Spesifikasi teknis yang
direkomendasikan (12%)
b.Detail engineering design (9%)
C. Desain pekerjaan (inovasi) (9%)
Tenaga Ahli dan
Tenaga Teknis, yang
terdiri dari:

a.Kemampuan dan kapasitas (12,50%)
b.Tingkat pengalaman (7,50%)
C. Kesesuaian penugasan (5%)

Pelaksanaan
Pekerjaan, yang
terdiri dari:

a.Kehadiran dan etos kerja (7,5%)

b.Koordinasi dengan pihak lain
(5,25%)

C.Tidak ada tegura dan peringatan

2,25%)
( ) Jadwal dan Waktu,

yang terdiir dari :

a.Pelaporan dan produk yang dibuat
tepat waktu (7,50%)

b.Kesesuaian dan kedisplinan jadwal
(7,50%)

Administrasi
Pekerjaan, yang
terdiri dari :

a.Ketaatan penyelesaian
administrasi (9,75%)
b.Kelengkapan dan profil (5,25%)




R, BOBOT, DAN SKOR PENILAIAN

TIAP JENIS PEKERJAAN

BOBOT (100%)

Kuantitas dan Kualitas
Output, yang terdiri
dari :

a.Kualitas hasil pekerjaan sesuai
kontrak (12%)

b.Kontrol pekerjaan dan
spesifikasi pekerjaan (9%)

C. Perfoma penilaian output yang
diawasi (6%)

d.Pelaporan kegiatan (3%)

Tenaga Ahli dan
Tenaga Teknis, yang
terdiri dari:

a.Kemampuan dan kapasitas (80%)
b.Tingkat pengalaman (7,50%)
C. Kesesuaian penugasan (5%)

J

L

Pelaksanaan
Pekerjaan, yang
terdiri dari:

a.Kehadiran dan etos kerja (8%)
b.Koordinasi dengan pihak lain (6%)

C.Tidak ada tegura dan peringatan
(6%)

Jadwal dan Waktu,
yang terdiir dari :

a.Pelaporan dan produk yang dibuat
tepat waktu (7%)

b.Kesesuaian dan kedisplinan jadwal
(13%)

Administrasi
Pekerjaan, yang
terdiri dari :

a.Ketaatan penyelesaian
administrasi (7%)
b.Kelengkapan dan profil (3%)




bijakan
ang 'emerintah

BOBOT (100%)

Kualitas Output, yang
terdiri dari :

a.Kualitas pekerjaan sesuai
kontrak (10%)
b.Perfoma per periode sesuai
kontrak (8,75%)
C. Pelaporan per Periode sesuai
kontrak (6,25%)
Tenaga Ahli dan

Tenaga Teknis, yang
terdiri dari:
a.Kemampuan dan kapasitas (12,50%)
b.Kesesuaian penugasan (7,5%)
C.Tingkat pengalaman (5%)

R, BOBOT, DAN SKOR PENILAIAN
TIAP JENIS PEKERJAAN

J

Administrasi
Pekerjaan, yang
terdiri dari :

a.Ketaatan penyelesaian
administrasi (13%)
b.Kelengkapan dan profil (7%)

Jadwal dan Waktu,
yang terdiir dari :

a.0utput dikeluarkan sesuai target
waktu (9%)

b.Kesesuaian dan kedisplinan jadwal
(6%)

Pelaksanaan
Pekerjaan, yang
terdiri dari:

a.Koordinasi dengan user (6,75%)
b.Metode Pelaksanaan (5,25%)
C. Kehadiran (3%)




INDIKATOR, BOBOT, DAN SKOR PENILAIAN
SETIAP JENIS PEKERJAAN

BOBOT (100%)

Jasa Lainnya yang layanannya lebih dipengaruhi oleh antara lain tetapi tidak
terbatas pada penggunaan teknologi, metoda kerja, jangkauan layanan, Melibatkan banyak SDM tenaga terampil :
penggunaan peralatan, kenyamanan, dan/atau standarisasi sesuai ketentuan
perundang-undangan:

Jadwal dan Kesesuaian
Waktu Peralatan
Pendukung

Layanan/Kualitas Administrasi Kualitas Pekerjaan
Produk Pekerjaan

Administrasi

Penanganan Kesesuaian Tenaga .
Pekerjaan

Permasalahan/complain Terampil
handling
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MELAKUKAN PENILAIAN

a.pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan
serah  terima pekerjaan dari Penyedia barang/jasa
kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima
(BAST)

b. pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah
terima pertama pekerjaan  (Provisional ~Hand
Over/PHO) dari Penyedia barang/jasa kepada PPK,
untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan
masa pemeliharaan

c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri
berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan
Penyedia barang/jasa

Tata Cara Penilaian

SN =

MELAKUKAN PENGISIAN BOBOT PADA SETIAP JENIS
PEKERJAAN MELALUI SIKAP

)

PREDIKAT KINERJA
PENYEDIA :

T

a. Sangat kurang/buruk = 0
b. Kurang = 1- 60

c. Cukup/sedang = 71 — 80
d. Baik = 81 - 90

4

e. Sangat Baik = 91 - 100 d.

o

SANGAT BAIK, BAIK, dan CUKUP: dapat mengikuti kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun berikutnya, dengan prioritas
masuk dalam urutan kriteria Penyedia barang/jasa dimulai dari yang
memiliki nilai predikat kinerja Penyedia paling tinggi;

SANGAT BAIK dan BAIK: dapat mengikuti kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa dengan metode pemilihan tender cepat dan repeat order;

KURANG: tidak dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa selama 3
(tiga) bulan sejak penilaian kinerja dilakukan

SANGAT KURANG tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa selama 6 (enam) bulan sejak penilaian kinerja dilakukan.

BURUK: tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
untuk paling lama 1 (satu) tahun sejak penilaian kinerja dilakukan.

N -
PENAYANGAN AKUMULASI NILAI KERJIA PENYEDIA
DALAM APLIKASI SIKAP

*Apabila penyedia telah dilakukan
penilaian kinerja oleh sekurang-
kurangnya 3 PPK yang berbeda

SIKaP
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Penilaian Kinerja Pelaku Usaha (Overall) - PPK
& SIKaP DASHBOARD CARI PELAKU VERFIKASI & CEK KUALIFIKAS| PELAKU A?:N

USAHA PENILAIAN USAHA

Kode Tender :

14434999

Template Pertanyaan :

Template Penilaian Barang

* KUESIONER NiLAI BOBOT NILA! AKSI

1 Ketaatan dan dalam i administrasi 30 50 a.
2 Layanan Pura Jual 80 250 n!
3 Kualitas Barang 50 400 n.

4 Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan 900 300 n.
Total Score 40,15 N I I S e e e ..
REKANAN 10 ES  Newp 99.999.999.9-999.100 * ok k kK

REKANAN10@lkpp.go.id

SIKaP
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Penilaian Kinerja Pelaku Usaha (Overall) - PPK

QSIKaP ASHBOARD VERIFIKASI & PENILAIAN ENGUSH m

Title i waktu
Kode Tender 146434999
© Informasi
PENILAIAN PENYEDIA
Kode Tender 12490 Durasi Pelaksanaan Nyata
30
Indikator Penilalan Kualitas Barang
1.Pilih Pertanyaan
PENILAIAN PENYEDIA Durasi Pelaksanaan Kontrak awal
30
Pertanyaan :

1. Jents dan jumiah barang sesual, spesifikas! dan kualitas (performance) barang sesual atau melebihl yang diperjanjiikan dalam kontrak termasuk dalam
Kategort balk. (80 sd. 100)

2 Jenis dan jumiah barang sesual tetapl kualitas dalam kontrak. Durasi Pelaksanaan Tambah (dalam hal terjadi tambah pekerjaan, force majeur, dil)
namun dengan kondisl barang ditolerir yang Kontrak termasuk )
3. Jents danvatau jumiah barang tidak sesual dan/atau spesifiikasi dan kualitas Kontrak termasuk

dalam kategor! kurang. (<60) 30 9

4 SUBMIT
PENILAIAN

3.Kirim Penilaian

FORM PENILAIAN

SIKaP
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Penilaian Kinerja Pelaku Usaha (Tampilan dari Pelaku Usaha
= - I

“SIKaP KONTAK  SUMBER REFERENSI ~

IDENTITAS

Penilaian

© Informasi

1. Penayangan akumulasi nilai kinerja penyedia muncul apabila penyedia telah dilakukan penilaian kinerja minimal oleh 3 PPK yang berbeda
2. Jumlah PPK adalah total PPK berbeda yang sudah pemah melakukan penilaian

pg—p—— e DETAIL

90.8 4

— PENILAIAN

Barang
Jasa Konsultansi
Jasa Lainnya
Konstruksi

¥ JUMLAH PAKET
r NS NS S - 5

0000

Penilaian

RANGKUMAN

:
I
PENILAIAN |
I

A KODE TENDER () JENIS PEKERIAAN g SKOR () TANGGAL PERUBAHAN
16663 Jasa Lainnya 100.00 04122020 0313
_ e - .- J
o KODE TENDER () FENIS PEKERIAAN g SKOR (© TANGOAL PERUBAHAN
16664 Jasa Konsultansi 100.00 04122020 0313

SIKaP
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‘% LKPP Integrasi Data Kualifikasi Dengan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta h DJ P_Kemenkeu

=> Validasi kualifikasi NPWP dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Pelaku Usaha
Manfaat:
® Memudahkan Pokja Pemilihan/PP ketika melakukan pembuktian kualifikasi;
® Memudahkan Pelaku Usaha ketika melakukan pembuktian kualifikasi:
O  (tidak perlu membawa dokumen-dokumen yang sudah tervalidasi tersebut)
O  Pelaku Usaha tidak perlu untuk bertatap muka/bertemu Pokja Pemilihan dan PP untuk
melakukan verifikasi yang berulang-ulang
® Menurunkan cost proses Pengadaan;
® Tidak ada pemalsuan data (dimana data pada dokumen cetak sangat mudah dipalsukan); dan

® Meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha (Ease of Doing Business).



Dasar Hukum KSWP

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2015 Tentang Tata Cara
Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak

Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah pada pasal 3 berbunyi Keterangan Status

Wajib Pajak yang memuat status valid diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:

1. Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam Sistem Informasi Direktorat
Jenderal Pajak; dan
2. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam dua tahun terakhir yang

sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak."



ljak

Halaman Validasi NPWP dan KSWP Pada Pokja/PP
vV AI?IFIBIEgICNEmE & KOMPARASI DATA
e SIKAP DENGAN DJP [N grt— e
I |
I I NPWP B N o
. |Tangga| Pengecekan I_ _—e == =
I NPWP Terakhir Alamat = =
I 23-10-2020 C
Tanggal Pengecekan Kabupaten/Kota | N
m KSWP Terakhir
07'1 2‘2020 Provinsi
Status NPWP NPWP valid

CONTOH STATUS

= 3

NPWP VALID
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Halaman Validasi NPWP dan KSWP Pada Pelaku Usaha

6. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2015 Tentang Tata
Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi
Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah pada pasal 3
berbunyi Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid diberikan dalam hal
Wajib Pajak memenuhi ketentuan:

@ NPWP

11.111.111.1-111.002

1. Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam Sistem Informasi Direktorat

Jenderal Pajak; dan
2. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam dua tahun terakhir yang
sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak.
7. Perubahan pada data identitas pelaku usaha di halaman ini tidak menyebabkan status
verifikasi Anda tercabut I

KSWP .
KSWP valid
9 Alamat Perusahaan

Jakarta Selatan (Kota)

mj Provinsi

Papua Barat

Kabupaten/Kota
Manokwari (Kab.)

H

Oul) Tanggal Pengecekan NPWP Terakhir
06-11-2020

B Tanggal Pengecekan KSWP Terakhir
06-11-2020

SIKaP
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NPWP 73

bHym?2

Response
Nama

Halaman Validasi NPWP dan KSWP Pada Organisasi Masyarakat

@, Cek Kualifikasi

v O cekNPWP @ Cek KSWP

:ARI

Cek Kualifikasi

KSWP Valid, Informasi Pemilik :

PENGECEKAN
N

NPWP

Kode Keamanan

Response

fuymh
DZhbc

NPWP Valid, Informasi Pemilik :

Nama :ARI

Badan Hukum -

Alamat : JALAN
Provinsi : DKI JAKARTA
Email :arymbe

Telp. :021475.. ..

PENGECEKAN

@ cek NPWP O cek KSWP

Cek Kualifikasi

RW 006

SIKaP
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g LKPP Jenis Kepemilikan Orang Asli
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintal h Papua (OAP)

Dasar Hukum:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di
Provinsi Papua dan Papua Barat dan Peraturan Gubernur papua Nomor 14 Tahun
2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua, Pelaku
Usaha Orang Asli Papua (OAP) yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah
calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan

berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat



Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

p.go.id/pemilik/add

J SIKaP  rontak

@ Informasi

Nama

Jenis Kepemilikan

NIK/Nomor Paspor

Saham

Alamat

Provinsi

SUMBER REFERENSI +

Individu WNI -

Orang Asli Papua (OAP)

) Persen () Lemba

Pilih -

Kewarganegaraan

NPWP
(Opsional)

ENGLISH BAHASA

merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat
2. Gunakan fitur Cari Pemilik jika pemilik sudah Anda tambahkan pada Halaman Manajerial, jika Pemilik bukan termasuk pada Manajerial perusahaan,
tambahkan manual pada halaman ini

Indonesia

Halaman Validasi Pelaku Usaha Orang Papua

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan
Di Provinsi Papua dan Papua Barat dan Peraturan Gubemur papua Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi
Papua, Pelaku Usaha Orang Asli Papua (OAP) yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang

N

User Id

Bentuk Usaha

Jenis Usaha

Jenis Kepemilikan

No. Pengukuhan PKP

Telepon Seluler

Fax

Vantar Fahans

0AP

Tidal

SIKaP
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LKPP
@ Integrasi SIKaP dengan Daftar Hitam Nasional

Riwayat Daftar Hitam

= Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 Pasal 3 huruf g

E INSTANSI LPSE
. . Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung LPSE Kementerian Keuangan
Riwayat Daftar Hitam
m TANGGAL PENAYANGAN @ MASA BERLAKU SANKSI
Tidak pernah terdaftar pada Daftar Hitam Nasional 11 Jan 2019 06 Dec 2018 s.d 06 Dec 2020
= DESKRIPSI
B B a8 Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan
I pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia
Barang/Jasa

|
Status

Status

Daftar Hitam Daftar Hitam

SIKaP
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Wy LKPP Evaluasi Kualifikasi Otomatis
Pengaduan Barang) Jasa Pemerintah (T e n d er C e p at)

v Pokja Pemilihan melakukan setting Kriteria Kualifikasi
berdasarkan kebutuhan paket pengadaan barang/jasa

v Sistem akan melakukan pencarian otomatis berdasarkan
kriteria kualifikasi yang dibuat

v Pokja Pemilihan dapat melihat potensi Pelaku Usaha yang
dapat mengikuti Paket Tender Cepat



@ Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Setting Kriteria Kualifikasi dalam Tender Cepat

Memiliki Izin Usaha Surat |zin Usaha Perdagangan (SIUP)

® Keseluruhan terpenuhi

Salah satu terpenuhi == Tambah

Memiliki Klasifikasl I1zin Usaha dan Pengalaman KBLI

® Keseluruhan terpenuhi

Salah satu terpenuhi =+ Tambah

Dengan Nilai Kontrak Minimal Rp.

Memiliki Pengalaman Pekerjaan Sejenis Minimal 1 Kali

Durasi Tahun 2010 s.d. 2020

Non Kecil

G451 - PERDAGANGAN MOBIL

0 pada salah satu pengalaman pekerjaan antara

Ditemukan pelaku usaha sejumlah:! 135 % Simpan Kriteria Kualifikasi

SIKaP
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@LKPP Pemilihan Penyedia Pengadaan Langsung/PL
o melalui SPSE

Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan (PP) melakukan pencarian
penyedia pada Aplikasi SPSE

v' Hanya Pelaku Usaha yang sudah melakukan pengisian data
kualifikasi pada SIKaP dapat dipilih pada SPSE

v' Pada Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk dapat
terpilih tidak perlu memiliki status terverifikasi

v" Pelaku Usaha yang dipilih oleh Pokja atau PP akan mendapat
undangan pada Inbox Aplikasi SIKaP




QLKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Beranda » Edit Paket » Pilih Penyedia

Kode Paket 8008999
Nama Paket - Pemeliharaan Lift
Kabupaten

Nama Pelaku Usaha

Pilih Provinsi v Pilih Kabupaten/Kota ~

Silakan diisi dengan Nama Perusahaan

NPWP Silakan diisi dengan NPWP Penyedia
AN Pilih Izin Usaha -
Q Cari Penyedia I

Pemilihan Penyedia Pengadaan Langsung/PL

melalui SPSE

Setting Kriteria

SIKaP



@ Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pemilihan Penyedia Pengadaan Langsung/PL
melalui SPSE

Daftar Potensi

Pelaku Usaha

Simpan @ Kembali I

(J Nama Perusahaan NPWP Email No. Telepon Alamat Status

PT. Ikpp penyedia 301 11.801.111.1-111.301 rekanan301@lkpp.go.id 021-1234567 Jakarta Selatan (Kota) m
O pt Ikpp penyedia 25 11.025.111.1-111.025 rekanan25@Ikpp.go.id 021-1234567 Jakarta Selatan (Kota)
(J PT. Ikpp penyedia 183 11.183.111.1-111.183 rekanan183@lkpp.go.id 021-1234567 Jakarta Selatan (Kota)
O ptT. Ikpp penyedia 184 11.184.111.1-111.184 rekanani84@lkpp.go.id 021-1234567 Jakarta Selatan (Kota)
(J PT. Ikpp penyedia 186 11.186.111.1-111.186 rekanan186@lkpp.go.id 021-1234567 Jakarta Selatan (Kota)
(J PT. Ikpp penyedia 187 11.187.111.1-111.187 rekanan187@lkpp.go.id 021-1234567 Jakarta Selatan (Kota)
O pT. Ikpp penyedia 188 11.188.111.1-111.188 rekanan188@lkpp.go.id 021-1234567 Jakarta Selatan (Kota) Belum Pilih
A . U I i imm i e r——

Status

Undangan

ge
A
D
v
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Pengecekan Duplikasi Data -
Manajerial & SDM

v' Pada saat Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan (PP)
melakukan pembuktian kualifikasi, Pokja atau PP mendapatkan
informasi:

-> Apakah terdapat duplikasi pada data Manajerial dan/atau
Sumber Daya Manusia (SDM) Penyedia pada Pelaku Usaha
lainnya

v" Pengecekan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
atau Nomor Paspor pada Manajerial atau SDM

v' Manajerial terdiri dari Pemilik dan Pengurus Pelaku Usaha

v' SDM terdiri dari Tenaga Ahli, Tenaga Teknis, dan Tenaga
Administrasi

<

SIKaP



Pengecekan Duplikasi Data pada Manajerial & SDM

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Individu WNI
KEWARGANEGARAAN NIK/NOMOR PASPOR ¢ SAHAM

Indonesia

Q ALAMAT = NPwP @ TANGGAL PERUBAHAN Cek Duplikasi Data

14 Oktober 2020 07:21

Cek Duplikasi Data NIK / Nomor Paspor

@ Informasi

Fitur Cek Duplikasi Data digunakan untuk melakukan pengecekan terkait manajerial/sdm
yang ada pada perusahaan lain yang terdaftar di Aplikasi SIKaP berdasarkan nomor NIK
/ Nomor Paspor yang sama.

NIK / Nomor Paspor :

NAMA
No. NAMA PELAKU JENIS JABATAN
USAHA

STATUS
KEPEGAWAIAN

Pengurus KOMISARIS

Tenaga
Ahli

Operator
cetak

TUTUP

SIKaP
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aaaaaaaaaaaaaaaa

e : Statistik Sederhana Pelaku Usaha
Pada Halaman Beranda SIKaP

Data Pelaku Usaha SIKaP

s 206.985 [P 159504 {J 37.296

Total Pelaku Usaha SIKaP Total Pelaku Usaha SIKaP UMKM Total Pelaku Usaha Terkualifikasi

& A v



Lembaga Kebijakan

Cara Penggunaan Aplikasi Secara Singkat
Pada Halaman Beranda SIKaP

I--- - r- "~ -~"---=-=-=-=-=

I cara penggunaan

Pengunjung  PelakuUsaha ~ PPK  PokjaPemilihan PP La\’n-LairI

I [
Cara Menggunakan SIKaP KOnten Slng kat Cara Menggunakan SIKaP I
|

Pengunjung Pelaku Usaha

Q@ 'on
Melakukan Login dengan menggunakan usemame dan password Aplikasi
SPSE.

o Pengisian Data Pelaku Usaha Melakukan pengisian data
Pelaku Usaha Badan Usaha dan Perorangan

Pengisian Data Profil, Izin Usaha, Akta Pendirian & Perubahan, Pemilik,
Pengurus, Sumber Daya Manusia, Peralatan, Pengalaman, Pajak, dan
Keuangan Pelaku Usaha.

e Pengisian Preferensi Pelaku Usaha
Melakukan pengisian Preferensi Lokasi dan Jenis Pekerjaan yang ingin diikuti
oleh Pelaku Usaha.

° Persetujuan Publikasi Data
Melakukan persetujuan publikasi data untuk dapat dipublikasikan pada
an Pencarian Pelaku Usaha pada Aplikasi SIKaP.

PPK Pokja Pemilihan PP Lain-Lain

0 0 0 ©

Selengkapnya

Selengkapnya

Login Sebagai Admin
PPK dapat login melalui Aplikasi SPSE.

Dashboard PPK

Melihat statistik terkait pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pokja
Pemilihan tersebut.

Penilaian Penyedia
Melakukan penilaian pada penyedia.

Pencarian Pelaku Usaha

Melakukan pencarian Pelaku Usaha yang lebih detail dibandingkan pencarian
pelaku usaha pada halaman publik.

—————————T———————_

Download user guide

pada inaproc.id/unduh

SIKaP
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Riwayat Perubahan Data Kualifikasi Pelaku Usaha

Jenis Izin Usaha

Berlaku Sampai

Kualifikasi

Klasifikasi

Tanggal Dibuat

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Seumur Hidup

Kecil

© KBLI 2009 | G4772 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN KIMIA, BARANG FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK DI TOK

19-03-2018 11:53:57

Nomor Surat 1234

Instansi Pemberi 1234

Data Pelaku
Tanggal Perubahan 11-04-2018 11:02:00 Usaha yang

LOGS

I Terakhir
| @)~

JENIS KEGIATAN

TANGGAL

EVE
DATABEFORE DATA AFTER Perubahan Data

SIKaP



LKPP : :
@ Penambahan Jenis Sumber Daya Manusia (SDM)

+ Sebelumnya hanya ada Tenaga Ahli
* Sekarang ditambahkan jenis:
Tenaga Terampil dan Tenaga Administrasi

SDM

Tenaga Ahli Tenaga Terampil Tenaga Administrasi




Rencana Pengembangan SIKaP

01 03

Pendaftaran Pelaku Dashboard Publik
Usaha pada SIKaP Pelaku Usaha
Penggabungan Monitoring Perkembangan Pelaku
Modul ADP + SIKaP Usaha di Indonesia

02 04

Integrasi Data Integrasi Pengalaman Penyedia
Kualifikasi di SPSE dengan SIKAP
OSS - BKPM, Akta — Kumham, Pemenang berkontrak yang datanya
KTP — Kemendagri, sudah diinput oleh PPK akan
SBU/SKA/SKT — PUPR/LPJK, terintegrasi dengan SIKaP

KBLI/KBKI — BPS, dIl

Tidak perlu pembuktian J

kualifikasi pada data
kualifikasi yang telah SIKaP
terintegrasi




- I PP

+ Lembaga Kebijakan
5 “’" Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Terima Kasih

Let us know you better




